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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja gugus tugas trafficking dalam

tindak pencegahan dan penanganan korban trafficking. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja gugus tugas Trafficking yaitu pemberian insentif

(bonus atau tip) maupun upah dan gaji. Selanjutnya kinerja Gugus Tugas

Trafficking selama ini belum maksimal dan kurang efektif. Dikarenakan

kegiatan Gugus Tugas Lebih banyak dilakukan rapat dan koordinasi nyata

dalam pelaksanaan penanganan perkara, tidak maksimal. Berikut akan

dijelaskan tentang dua faktor yang mempengaruhi kinerja Gugus Tugas

Trafficking yaitu:

1. Pemberian insentif (bonus atau tip)

Pemberian insentif atau dengan kata lain disebut pemberian bonus

kepada pegawai, tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Kupang.

Padahal dengan adanya pemberian bonus ini, kinerja pegawai dalam

melaksanakan tugas sebagai anggota Gugus Tugas Trafficking menjadi

maksimal. Pada kenyataannya sampai sekarang ini, pemberian bonus

belum sama sekali diberikan oleh Pemerintah Kupang. Padahal

anggaran yang disediakan dari pemerintah Pusat sudah ada.
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2. Upah dan gaji

Pemberian upah atau gaji juga merupakan dampak terhadap kinerja

Gugus Tugas Trafficking. Anggaran bagi pembiayaan Gugus Tugas

Trafficking tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana dana atau

sumber biaya berasal dari APBD Kota Kupang sehingga kegiatan

Gugus Tugas Trafficking menjadi terhambat dan kinerjanya tidak

maksimal. Ada beberapa instansi terkait yang bergantung dari APBD

Kota Kupang, sebagian instansi hanya mengandalkan sumber

pembiyaannya sendiri.

B. Saran

Dari  kesimpulan berdasarkan hasil analisis, observasi dan dokumentasi

terhadap data dan hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian yang

dilakukan, maka penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan

dan menjadi bahan masukan bagi pengembangan kinerja Gugus Tugas

Trafficking dalam tindak perdagangan dan penanganan korban trafficking.

1. Pemberian Insentif (Bonus atau Tip)

Pemberian bonus kepada setiap lembaga yang termasuk dalam

satuan Gugus Tugas Trafficking, setidaknya perlu diberikan bonus

dalam setiap penindakan perdagangan orang. Hal ini ditujukan dengan

maksud untuk mendongkrak kinerja Gugus Tugas agar lebih

maksimal. Karena dengan pemberian bonus atau tip kepada pegawai

untuk lebih produktif dalam setiap kasus yang ditindak.
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2. Upah dan Gaji

Mengenai upah dan gaji untuk karyawan, pemerintah perlu

memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Anggaran bagi

pembiayaan Gugus Tugas perlu dibiayai oleh pemerintah tanpa harus

menunda pembiyaan, yang harusnya lebih cepat disalurkan untuk

digunakan kelancaran kegiatan penindakan Gugus Tugas Trafficking.
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